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ABSTRAK 

 

Harga komoditi bahan pokok (sembako) dapat berubah sewaktu waktu 

tergantung perubahan faktor kondisi dan situasi pasar. Dalam pelaksanaan pasar, 

peran dan fungsi pemerintah bagi perekonomian sangatlah penting, pemerintah 

melaksanakan fungsi  stabilitasi dengan melakukan pengawasan perdagangan 

yakni pengawasan harga kebutuhan pokok (Sembako) agar kestabilan harga tetap 

terjaga dan menghindari kegiatan curang para pelaku pasar. Penelitian ini 

merupakan penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga 

Sembako Perspektif Al-Hisbah (Studi kasus di Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan DIY). Fokus penelitian ini yakni menjelaskan bagaimana peran 

pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam 

melakukan pengawasan harga sembako. 

Penelitian ini meliputi dua pembahasan rumusan masalah yaitu: Pertama, 

Mekanisme Pengawasan Harga Sembako. Kedua, Perspektif Al-Hisbah dari 

Mekanisme pengawasan harga sembako tersebut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif dan Perspektif Al-Hisbah, lokasi penelitian ini di Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan DIY yang beralamat di Jl.Kusumanegara No.9 Yogyakarta 

dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. 

Sedangakan analisa data menggunakan metode analisis kualitatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Pertama, Disperindag DIY 

melakukan pengawasan harga sembako di pasar dengan melakukan pemantuan 

rutin dan menganalisis perkembangan perubahan harga setiap harinya serta 

pelaporan harga ke Kementerian Perdagangan. Dalam pengawasan harga sembako 

Disperindag DIY juga melakukan pembinaan serta penekanan kepada pelaku 

pasar yang mengambil keuntungan dengan melakukan tindakan curang. 

Sedangkan untuk mengatasi adanya fluktuasi harga yang kerap kali terjadi pada 

hari-hari besar keagamaan yang mana kenaikan harga dan kelangkaan barang 

sering terjadi, Disperindag DIY mengadakan Operasi Pasar seperti Operasi Pasar 

Murni dengan menentukan HET (Harga Eceran Tertinggi) kepada para pedagang 

dan Operasi Pasar Murah dengan menentukan harga dibawah harga pasaran 

sebagai bentuk regulasi pemerintah dalam upaya pemerataan distribusi barang 

kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat dan stabilisasi harga. Kedua, dari 

mekanisme pengawasan harga sembako oleh Disperindag DIY tersebut telah 

menggambarkan bagaimana tugas dan fungsi pemerintah dalam perekonomian 

khususnya harga barang kebutuhan pokok dan dilihat dari sisi perspektif Al-

Hisbah Disperindag DIY telah melakukan beberapa prinsip Al-Hisbah dalam 

pembangunan ekonomi seperti menjadi pengawas berjalannya pasar, monitoring 

harga kebutuhan pokok dan melakukan pengawasan serta pembinaan kepada para 

pelaku pasar untuk  mencegah dan mengatasi terjadinya distorsi pasar. 

Kata kunci: Pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Perspektif Al-

Hisbah. 
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MOTTO 

 

DO’A, IKHTIAR, IKHTIAR, DO’A 

DO’A TANPA IKHTIAR BAGAIKAN PEMANAH TANPA BUSUR 

IKHTIAR TANPA DOA BAGAIKAN TAKABUR 

MAKA PADUKANLAH KEDUANYA LALU AKHIRILAH DENGAN 

TAWAKKAL 

-LARIZKA- 

 

 

REALITY LEAVES A LOT TO THE IMAGINATION 

-John Lennon- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan perdagangan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita semua mengetahui 

bahwa masyarakat akan selalu memiliki berbagai kebutuhan yaitu mulai dari 

kebutuhan sehari-hari yang berupa makanan, minuman, dan pakaian serta papan 

atau perumahan bagi mereka, yang semua itu dikenal sebagai kebutuhan pokok 

atau kebutuhan primer.
1
 

Mengenai kebutuhan pokok, masyarakat membutuhkan sembako untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan  Nomor.115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, Sembako 

adalah singkatan dari Sembilan bahan pokok yang terdiri dari Beras, Gula Pasir, 

Minyak Goreng, Daging Sapid an Ayam, Telur Ayam, Susu, Bawang Merah 

dan Bawang putih, Ikan, dan Garam Beryodium.
2
 Sembilan komoditi tersebut 

merupakan berbagai bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat 

dibutuhkan masyarakat sebagai kebutuhan pokok sehari-hari dan wajib dijual 

bebas di pasar. Dari sisi ekonomi permintaan barang-barang sembako bersifat 

inelastis, yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi 

tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Maka 

                                                           
1
 Gitosudarmo, Indriyo dan Agus Mulyono, Prinsip Dasar Manajemen Edisi 3, (Yogyakarta: 

BPFE,2001). Hlm.50 

 
2
 Kemenperindag No.115/MPP/Kep/2/1998 



2 
 

 
 

sebagian konsumen akan beralih ke produk serupa sebagai pengganti atau 

substitusi. 

Harga sembako di pasar fluktuatif yaitu naik-turun, kebutuhan akan 

komoditas pokok meningkat setiap tahunnya, harga naik disebabkan beberapa 

faktor yakni, sembako di pasok berasal dari luar kota dan daerah, gagal panen, 

biaya sewa lapak mahal, menjelang hari besar nasional seperti hari raya idul 

fitri dan hari raya natal, dan menjelang tahun baru. Harga merupakan 

komponen penting bagi kelangsungan perekonomian khususnya pasar, harga  

berpengaruh terhadap keuntungan (pedagang) dan konsumen (pembeli). Bagi 

para pedagang harga berpengaruh pada pendapatan mereka, bagi para 

konsumen harga berpengaruh untuk mempertimbangkan pembelian suatu 

produk, sehingga diperlukan pertimbangan khusus untuk menentukan 

kestabilan harga tersebut. 

Adanya fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok di pasar  menjadi 

permasalahan klasik di masyarakat. Penyebab kenaikan harga - harga 

kebutuhan pokok dikarenakan adanya mekanisme pasar. Pasar dengan bebas 

dalam penentuan harga. Hal tersebut secara otomatis telah menentukan sebuah 

sistem pasar bebas (free market system). Akhirnya hukum persediaan (supply) 

dan permintaan (demand) berlaku dalam menentukan harga kebutuhan 

masyarakat. Akan tetapi dalam sistem pasar bebas sering kali dijumpai 

kecurangan-kecurangan dalam jual-beli yang akhirnya menyebabkan kerugian 

pada salah satu pihak. Makadari itu pengawasan perdagangan sangat diperlukan 

baik dari dalam (internal) maupun dari luar atau pihak lain (eksternal) terutama 
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dalam sektor perdagangan kebutuhan barang pokok karena akan berdampak 

langsung terhadap masyarakat. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang membandingkan atau mengukur 

apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma 

standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta tindakan 

perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, 

sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. 

Harga komoditi bahan pokok (sembako) dapat berubah sewaktu waktu 

tergantung perubahan faktor kondisi dan situasi pasar. Dalam pelaksanaan 

pasar, peran dan fungsi pemerintah bagi perekonomian sangatlah penting, 

pemerintah melaksanakan fungsi  stabilitasi dengan melakukan pengawasan 

perdagangan yakni pengawasan harga kebutuhan pokok (Sembako) agar 

kestabilan harga tetap terjaga dan menghindari kegiatan curang pelaku pasar.  

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No.67 Tahun 2015 tentang tugas 

dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan DIY adalah perangkat pemerintah yang bertugas melaksanakan 

urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta 

kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

pemerintah. Untuk koordinasi organisasi, Disperindag DIY didukung oleh 
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adanya bidang Perdagangan Dalam Negeri yang salah satu wewenangnya 

adalah melakukan Pengawasan Perdagangan.
3
 

Pengawasan Perdangan Disperindag DIY melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan kegiatan perdagangan daerah sesuai standarisasi dan juga 

kemetrologian termasuk pengawasan harga di pasar yang menjadi cangkupan 

pengawasannya. Dalam pelaksanaan pengawasan harga barang kebutuhan 

pokok (sembako), Disperindag melakukan pemantauan harga barang pokok dan 

barang penting untuk melihat bagaimana perkembangan harga di pasar setiap 

hari atau setiap minggunya, melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan 

perdagangan daerah dan juga melakukan operasi pasar seperti operasi pasar 

murni dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga. 
4
 

Dalam pemerintahan Islam, sejak zaman Nabi telah memperhatikan 

masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam 

mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian 

ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi yang 

salah satunya adalah tentang ketentuan penetapan harga. Harga dalam sebuah 

pasar dibentuk dari adanya permintaan yang ada didalam pasar itu sendiri. 

Pada prinsipnya Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas. Tingkat 

harga diserahkan pada kekuatan pernawaran dan permintaan. Dalam keadaan 

pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur tangan 

                                                           
3
 Peraturan Gubernur DIY No.67 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. 

 
4
 Peraturan Gubernur DIY No.67 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, Pasal (23). 
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dalam mekanisme pasar. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi 

ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan seperti melonjaknya harga 

suatu barang disebabkan hilangnya barang dipasaran karena tindakan para 

spekulan yang melakukan penimbunan barang khususnya barang kebutuhan 

pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kenaikan harga suatu 

barang disebabkan oleh ketiadaan barang karena bencana alam. Maka dalam 

keadaan seperti ini pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan 

melakukan regulasi harga.
5
 Bentuk campur tangan pemerintah dalam Islam 

adalah sebagai pengawas pasar, penghenti muamalah yang diharamkan dan 

mengatur mekanisme pasar agar berjalan sehingga tercipta harga yang adil.  

Pasar merupakan tempat dimana persediaan barang kebutuhan pokok itu 

ada. Makadari perlu adanya pengawasan untuk terciptanya kegiatan 

perdagangan yang baik dan benar. Dalam ekonomi Islam terdapat lembaga 

yang berperan untuk melakukan pengawasan perdagangan yaitu lembaga 

Hisbah. Al-Hisbah berperan sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian 

khususnya dalam proses perdagangan. Al-Mawardi mendefinisikan Al-Hisbah 

sebagai lembaga yang berwenang menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. Al-

Hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma’ruf 

nahy munkar yang kewajiban bagi seluruh kaum muslimin salah satunya 

mengawasi jalannya kegiatan pasar dari perilaku perilaku yang tidak 

dibenarkan menurut islam. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan manfaat 

                                                           
 
5
 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo.2014), Hlm.152. 
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sosial yang lebih besar dan untuk menghapuskan atau mengurangi kerugian 

yang ada.
6
 

Konsep kepengawasan dalam islam tertuju kepada kemaslahatan manusia 

secara duniawi dan ukhrawi yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya 

perkumpulan dan sikap saling tolong-menolong, serta sikap empati terhadap 

sesama. Tolong menolong yang dianjurkan di sini adalah untuk hal-hal yang 

bermanfaat bagi pihak yang ditolong, sedangkan rasa empati dimaksudkan 

untuk mencegah ataupun menolak hal-hal yang membahayakan mereka. Sudah 

menjadi fitrah manusia yang cenderung tunduk dan patuh terhadap pihak-pihak 

yang bisa mengajak dan membawa mereka kepada kebaikan, serta mencegah 

ataupun melindungi mereka dari hal-hal yang membahayakan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka setiap golongan masyarakat harus memiliki pemimpin yang 

akan membimbing dan memimpin mereka tanpa membedakan antara pedagang, 

pembeli ataupun pengepul.
7
 

Sistem pengawasan perdagangan akan berimplikasi terhadap stabilitas 

harga yang secara tidak langsung berpengaruh pada stabilitas ekonomi.
8
 Tidak 

diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata 

pencaharian, karena memiliki pengaruh terhadap nilai mata uang, bahkan 

kenaikan harga merupakan indikasi terbesar terjadinya inflasi, di mana ketika 

terjadi inflasi harga-harga akan naik secara signifikan dan sulit untuk dikontrol 

                                                           
6
 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyat wa al-Wilayat al-Diniyah, Hlm.134. 

 
7
 Moh Nurudin, “Sistem Pengawasan Perdagangan dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Harga Di 

Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: Tesis IAIN Ponorogo.2020), Hlm.6. 
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 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta:Kanisius.2008), Hlm.230. 
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menyebabkan mata uang kehilangan nilainya. Inflasi merupakan penyakit yang 

melekat pada ekonomi yang membahayakan dan menghalangi langkah 

pertumbuhan ekonomi.
9

 Oleh karenanya kenaikan harga tersebut dianggap 

sebagai musibah bagi orang Islam dan sudah menjadi suatu keharusan untuk 

segera diselesaikan secepatnya. 

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai perangkat 

pemerintahan daerah, dalam pengawasan harga sembako mempunyai beberapa 

relevansi dengan pengawasan perdagangan dalam perspektif Islam yakni 

Lembaga Hisbah dalam sistem ekonomi Islam pada masa lalu khusunya dalam 

bidang pengawasan pasar, serta kebijakan pemerintah melakukan stabilisasi 

harga. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana peran pemerintah 

dalam melakukan mekanisme pengawasan harga sembako. 

Makadari itu, penelititan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran 

pemerintah dalam pengawasan harga sembako yang sifatnya fluktuatif yang 

nantinya dianalisis menggunakan pendekatan perspektif Al-Hisbah. 

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM 

PENGAWASAN HARGA SEMBAKO PERSPEKTIF AL-HISBAH (Studi 

kasus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan  DIY)” 

 

                                                           
 
9
 Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab, terj.Asmuni Solihan 

Zamakhsyari, cet. 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar.2015), Hlm.611. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan suatu permasalahan : 

1) Bagaimana mekanisme pengawasan harga sembako oleh Disperindag DIY? 

2) Bagaimana mekanisme pengawasan harga sembako oleh Disperindag DIY 

ditinjau menurut perspektif Al-Hisbah dalam Ekonomi ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1) Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui bagaimana peran Disperindag DIY dalam melakukan 

pengawasan harga sembako. 

b) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan harga 

sembako oleh Disperindag DIY menggunakan perspektif Al-Hisbah 

dalam Ekonomi dan dengan teori-teori yang relevan. 

 

2) Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Kegunaan Teoritik 

1) Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan 

konstribusi yang cukup bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang pengawasan harga sembako yang dilakukan pemerintah, 
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dan juga konsistensi serta relevansinya dalam teori Hisbah dalam 

konteks Ekonomi. 

2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi peneliti, dan 

masyarakat umum. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi para 

peneliti dalam bidang pengawasan harga khususnya pengawasan 

harga barang kebutuhan pokok (sembako). 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pedagang dan 

konsumen serta masyarakat dalam menerapkan praktik penetapan 

harga bahan kebutuhan pokok (sembako) sesuai dengan aspek-

aspek pasar sehat baik menurut Ilmu Ekonomi maupun Hukum 

Islam. 

2) Diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam 

kaitannya dengan pengawasan harga dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan 

selanjutnya.
10

 

D. Telaah Pustaka  

Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah oleh para peneliti 

sebelumnya yang telah ditelusuri dan cenderung relevan sehingga memiliki 

kemiripan dan meyinggung mengenai masalah pengawasan, pengendalian dan 

penetapan harga. Hasil penelitian dan karya ilmiah tersebut diantaranya:  

                                                           
10

 Novi Indriyani Sitepu,”Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah”, Jurnal 

Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol.06 Nomor 3, (April 2018), Hlm.16. 
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Pertama, Skripsi karya Nurfatmika Asih Wulandari berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Kopersai Kabupaten Bantul dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng tahun 

2009. Penelitian ini membahas mengenai stabilisasi harga minyak goreng oleh 

Disperindagkop Kabupaten Bantul. Penelitian ini meninjau praktik 

Disperindagkop kabupaten Bantul dalam menangani fluktiasi harga minyak 

goreng. Menurut penelitian ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Koperasi kabupaten Bantul dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya dalam 

hal stabilisasi harga sesuai dengan syari’ah, karena dalam stabilisasi harga 

tersebut penentuan harga tetap diserahkan pada mekanisme pasar yaitu menurut 

permintaan dan penawaran.
11

 

Kedua, Skripsi Karya Septi Mulya Sari yang berjudul Relevansi Konsep 

Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa 

Kota Bengkulu tahun 2013. Penelitian ini menganalisis tentang Konsep Harga 

Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota 

Bengkulu. Menurut penelitian ini, relevansi penetapan harga yang terjadi bukan 

berlandaskan teori permintaan dan penawaran, melainkan harga menjadi tinggi 

di sebabkan oleh oknum tertentu atau tengkulak-tengkulak yang curang dengan 

cara menimbun barang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelangkaan atau 

                                                           
 
11

Nurfatmika Asih,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Kopersai Kabupaten Bantul dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng”,(Yogyakarta: Skripsi  UIN 

Sunan Kalijaga,2009) 
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kurangnya pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang di atas harga 

normal pada saat barang banyak yang di butuhkan.
12

 

Ketiga, Skripsi karya Munawarah, berjudul Kaidah Penetapan Harga 

Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Besar Kota Palangka Raya tahun 2014. 

Penelitian ini memaparkan bagaimana kaidah-kaidah penetapan harga sembilan 

bahan pokok (sembako) di pasar besar Kota Palangka Raya. Menurut penelitian 

ini, kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota 

Palangka Raya adalah berdasarkan pertimbangan permintaan pasar dan 

persediaan barang di pasar serta kesempatan dalam menaikkan harga sesuai 

situasi dan kondisi pasar yang dimanfaatkan para pedagang untuk memperoleh 

keuntungan.
13

 

Keempat, Skripsi karya Wawan Kurniawan berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui 

Operasi Pasar” tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang mekanisme 

operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras yang kemudian di análisis dengan 

pendekatan Hukum Islam. Menurut penelitian ini, mekanisme Operasi Pasar 

yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan syari’ah, yakni 

                                                           
12

 Septi Mulya Sari,“Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi 

Pagar Dewa Kota Bengkulu”,(Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu,2017) 

 
13

 Munawarah, “Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Besar Kota Palangka 

Raya”,(Palangkaraya: Skripsi IAIN Palangkaraya,2014) 
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menciptakan kemaslahatan  sehingga relevan untuk diterapkan kepada 

masyarakat di Indonesia.
14

 

Kelima, Skripsi karya Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh berjudul “Peran 

Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni 

(Opm) Perspektif Ekonomi Islam” tahun 2018. Skripsi ini menganalisis 

mengenai Operasi Pasar Murni yang dilakukan oleh Disperindag DIY dengan 

pendekatan Ekonomi Islam. Dalam stabilisasi harga menurut perspektif 

Ekonomi Islam yang diterapkan Disperindag DIY dalam Operasi Pasar Murni 

(OPM) dan komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga dan 

kesepakatan harga yang dikemukakan Yusuf Qardhawi.
15

 

Keenam, Tesis karya Moh Nurudin yang berjudul “Sistem Pengawasan 

Perdagangan Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Harga Di Kabupaten 

Ponorogo” tahun 2010. Tesis ini menjelaskan tentang Sistem Pengawasan 

Perdagangan Pemerintah di Kabupaten Ponorogo dan penerapannya. Serta 

menganalisis bagaimana implikasi penerapan sistem pengawasan perdagangan 

terhadap stabilitas harga di kabupaten ponorogo yang di lihat dan dianalisis dari 

sisi perspektif Ekonomi Islam dan Hukum Islam.
16

 

Ketujuh, Skripsi karya Alvian Mushafy Abdullah yang berjudul 

“Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan 

                                                           
14

 Wawan Kurniawan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam 

Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar”, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga,2009) 

 
15

 Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh berjudul “Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga 

Melalui Operasi Pasar Murni (Opm) Perspektif Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: Skripsi UII,2018) 

 
16

 Moh. Nurudin, “Sistem Pengawasan Perdagangan dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Harga Di 

Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: Tesis IAIN Ponorogo,2020) 
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Perekonomian Modern” tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang lembaga 

pengawas ekonomi modern seperti BPOM,LPPOM, KPPU, dan terdapat DSN 

yang memang semuanya bergerak di bidang pengawasan, telah lama 

mengawasi kegiatan ekonomi yang berada di Indonesia dan fokus masing-

masing pada bidangnya, namun skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya 

kepada fungsi Hisbah dan pasar karena disitulah terjadinya transaksi ekonomi 

yang memang dari segi isi dagangannya sering kali dicederai oleh para 

pedagang untuk mendapatkan untung yang lebih banyak.
17

 

Kedelapan, Skripsi karya Sela Dian Sari berjudul “Pelaksanaan Tugas 

Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut  Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)” tahun 2019. Skripsi ini 

menjelaskan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang pengawas Pasar 

Pendopo Kabupaten Empat Lawang Menurut Konsep  

Al-Hisbah.
18

 

Kesembilan, Skripsi karya Qowwam Sabilalhaq Muthohari 

berjudul ”Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyyah” tahun 2019, skripsi ini 

menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Ekonomi 
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 Alvian Mushafy Abdullah, “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga 

Pengawasan Perekonomian Modern”, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah,2015) 
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14 
 

 
 

Islam, skripsi ini dibuat untuk mengetahui dan mengkritisi akan pemikiran Ibnu 

Taimiyyah tentang Ekonomi Islam.
19

 

E. Kerangka Teoretik  

1. Peran Pemerintah 

Dalam perekonomian, pemerintah mempunyai peran sebagai: 

a) Mengawasi Faktor Utama Penggerak Ekonomi 

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian,seperti 

mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar; baik dalam sistem 

jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan harus 

dilakukan oleh tim independen (Al-Hisbah). Tim ini mengawasi 

instansi-instansi, pabrik-pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak 

mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan 

memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan 

nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.
20

 

 

b) Menghentikan Muamalah yang diharamkan. 

Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk 

muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas 

Islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum 

                                                           
19

 Qowwam Sabilalhaq Muthohari,”Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyyah”, (Jakarta: Skripsi UIN 
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 Hidayatullah, Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam, Jurnal Ekonomi dan 
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seperti riba dan penimbunan dan monopoli. Islam sangat 

memerhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu Islam menetapkan 

adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak 

digunakan dengan sia-sia atau secara royal.  

Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam 

perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan 

untuk memeranginya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan 

mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu 

dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang 

sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar.
21

 

 

c) Pematokan Harga 

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal mematok harga, 

haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan 

alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga. 

Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan 

penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika 

kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya.
22

 

Ibnu Taimiyah berpendapat, pemerintah dapat melakukan 

intervensi pasar dalam rangka melakukan stabilisasi harga. Karena 

harga yang adil terbentuk atas dasar An-Taradhin semua pihak. 
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 Hidayatullah, Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam, Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan Islam Vol.1 No.2 (Januari 2015), Hlm.82-84. 
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Intervensi harga dilakukan adalah untuk kemaslahatan yakni 

memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memelihara kejujuran 

para pedagang atau pelaku usaha.
23

 

 

2. Al-Hisbah dalam Ekonomi 

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna 

peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah 

menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau Al-Hisbah, yang 

kemudian banyak dijadikan acuan untuk peranan pemerintah terhadap 

pasar.  

Dalam  tulisan  al-Mâwardî  (w.  450  H)  yaitu  dalam bukunya, 

Kitâb  al-Ahkâm  al-Sulthâ-niyyah, Pada Bâb  fî  Ahkâm  al-Hisbah,  al-

Mâwardî  membahas  tentang  konsep hisbah dan muhtasib Al-Mawardi 

mendefisikan Al-Hisbah sebagai lembaga yang berfungsi untuk 

memerintahkahn kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal 

yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Al-Hisbah, 

menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan al amr bi al ma'ruf 

wa nahy an al munkar.  

Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi, fungsi para pengawasan 

pasar adalah sebagai berikut : 

                                                           
23

 Ibnu Taimiyah,  Success Business with Sharia al-Hisbah,(Jakarta: Migunani, 2008), Hlm.55 
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1) Mengorganisis pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi 

permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistema kompetensi 

terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan Syari’ah. 

2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan 

hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau 

darurat, otoritas (wilayah) hisbah dapat melakukan intervensi. 

3) Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang 

masuk di pasar berikut perangkat instrumen yang dikembangkan untuk 

transaksinya. 

4) Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan Secara 

baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi 

tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga 

barang maupun jasa yang berlaku di pasar.  

5) Otoritas hisbah juga melakukan pemeriksaan alat takaran atau 

timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar. 

6) Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku 

pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun 

permainan harga. 

7) Mengupayakan agar praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku di 

pasar, kecuali keberadaannya menjamin kesehatan dan efisiensi 

mekanisme pasar. 



18 
 

 
 

8) Mengupayakan perilaku moral islami yang berkaitan dengan sistema 

transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku dipasar, seperti 

kejururan, amanah, toleransi, dan lain sebagainya.
24

 

 

3. Teori Mekanisme Pasar 

Hukum Permintaan dan Penawaran merupakan teori yang menjelaskan 

tentang interaksi antara penjual dan pembeli. Teori permintaan menerangkan 

tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Sedangkan teori 

penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang 

yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan 

penawaran oleh penjual akan dapat ditunjukan bagaimana interkasi antara 

pembeli dan penjual, akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar 

dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan.
25

 

 

4. Harga dalam Pandangan Islam 

Pada dasarnya Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas dimana 

tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam 

keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur 

tangan dalam mekanisme pasar seperti yang disinyalir dalam penolakan 

Rasulullah terhadap penetapan harga, berdasarkan hadis tersebut adalah 

karena tidak ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukan 
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melakukannya karena kenaikan harga yang terjadi masih dalam keadaan 

normal bukan akibat distorsi pasar. 

Namun apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan seperti melonjaknya harga suatu barang 

disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena ikhtikar atau penimbunan 

barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau 

kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaannya barang komoditi 

karena bencana alam.  

Dalam keadaan seperti ini menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah dapat 

melakukan intervensi pasar dalam rangka melakukan stabilisasi harga. Karena 

harga yang adil terbentuk atas dasar An-Taradhin semua pihak. Intervensi 

harga dilakukan adalah untuk kemaslahatan yakni memenuhi kebutuhan dasar 

penduduk dan untuk memelihara kejujuran para pedagang atau pelaku usaha. 

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi sangat jelas tentang pasar. kelakuan 

baik pasar yang tertera di mana pengetahuan kejujuran dan kebebasan 

memilih merupakan elemen yang sangat esensial terciptanya harga yang adil. 

dalam masalah penetapan harga yang membedakan pada dua keadaan yakni 1) 

Penetapan harga yang tidak adil haram menurut hukum 2) Penetapan harga 

yang adil boleh bahkan wajib menurut hukum. 

Dalam hal intervensi harga Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa 

penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan diantaranya adalah : 

a) Kenaikan harga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ulah 

spekulan. pada saat ketidak sempurnaan pasar karena kezaliman 



20 
 

 
 

seperti ihtikar pemerintah dapat memaksa muhtakir untuk menjual 

barang-barangnya pada harga yang sesuai karena penduduk sangat 

membutuhkannya.  

b) Melakukan impor barang kebutuhan.  

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual akan mewajibkan 

melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan 

intervensi harga antara lain :  

1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu 

melindungi penjual dari hal profit margin (keuntungan) dan pembeli 

dalam hal purchasing power (kemampuan membeli). 

2) Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtikar. 

3) Terkait dengan barang yang aat di butuhkan masyarakat seperti 

bahan pokok makanan, sembako dsb. 

4) Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih 

luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas 

sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.
26

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan kata lain, untuk jenis 

penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke tempat penelitian untuk 

mendapatkan data yang diperlukan, dalam hal ini pneliti melihat langsung 
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praktik pengawasan perdagangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan DIY. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yaitu penelitian terhadap Instansi 

Pemerintah yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, yang 

berhubungan dengan praktik pengawasan harga bahan pokok. Fakta-fakta 

yang terjadi dalam praktik tersebut, dikemas, lalu disusun secara sistematis 

untuk dinalisis guna mendapatkan kesimpulan mengenai fakta-fakta tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif, yaitu dalam 

membahas mekanisme pengawasan harga sembako oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan DIY menggunakan teori Hukum Islam guna mengetahui 

bagaimana relevansinya dengan Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. 

4. Sumber Data  

a) Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui wawancara 

mengenai  mekanisme pengawasan harga sembako di pasar. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap 

literatur dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek 

penelitian seperti buku-buku, kitab-kitab seperti Al-Qur’an dan Hadis, 

jurnal dan artikel.  
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5. Teknik pengumpulan data 

a) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan masalah yang 

sedang diteliti guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang 

analisis dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan langsung 

dengan pegawai Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIY 

yang beralamt di Jalan Kusumanegara, No.9 Yogyakarta dan pedagang di 

pasar yang menjadi pantauan oleh Disperindag di DIY. 

b) Wawancara, Dengan menggunakan wawancara peneliti akan mengetahui 

secara mendalam, dan dapat menginterpretasi situasi dan fenomena secara 

lebih baik daripada observasi.
27

 Pada teknik ini, peneliti mengadakan 

percakapan secara langsung kepada subjek yakni Disperindag DIY dan 

pedagang sembako di pasar untuk menggali dan mendapatkan keterangan, 

informasi sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar data yang diperoleh 

lengkap dan detail. Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

wawancara tidak berstuktur, dimana pewawancara menetapkan 

pertanyaan sendiri secara terbuka dari pertanyaan-pertanyaan yang akan 

dilakukan.  

c) Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, 

gambar, catatan dan sebagainya sesuai dengan data yang diperlukan dan 

mendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh 
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berupa gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen penting seperti surat, 

foto, dan salinan data yang di peroleh dari Dinas dan Perdagangan DIY.  

 

6. Analisis data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan beberapa tahapan, yaitu: 

1) Data reduction atau pengurangan data, yaitu semua data yang terkumpul 

tersebut dipilih antara yang relevan dan yang tidak relevan. Data yang 

tidak sesuai ditinggalkan atau tidak dimasukkan sebagai laporan 

penelitian.
28

 

2) Data display atau penampilan data, yaitu data yang sudah relevan tersebut 

disaring dan dituangkan dalam Bab III dan Bab IV sebagai laporan yang 

tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian 

teori yang tersedia. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami.
29

 

3) Conclusion drawing/Verification atau menarik kesimpulan dari data yang 

diperoleh dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

                                                           
 
28

 Ibid.,Hlm.92 

 
29

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:CV.Alfabeta,2009). Hlm.95. 



24 
 

 
 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
30

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika 

penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam 

lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan 

penutup (BAB V). 

Bab I pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang persoalan 

berupa alasan yang menjadi topik dari objek penelitian. Kemudian rumusan 

masalah atau pokok persoalan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka membahas tentang teori-teori yang 

melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam 

menganalisis penelitian ini yang berisi tentang Peran Pemerintah, Al-Hisbah 

dalam Ekonomi, Teori Mekanisme Pasar, Harga dalam Pandangan Islam. 

Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.  
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Bab III menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, yaitu 

Gambaran Umum Pengawasan Harga Sembako Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan DIY. 

Bab IV menguraikan dan menjelaskan secara deskriptif hasil penelitian, 

analisis data serta pembahasannya. Pada bab ini akan dipaparkan gambaran 

umum mengenai analisis peran pemerintah dalam melakukan pengawasan harga 

sembako yang dilakukan oleh Disperindag DIY yang dianalisis dengan teori 

yang dipaparkan sebelumnya. 

Bab V berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan bab IV 

dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sesuai dengan Peraturan 

Gubernur No.67 Tahun 2015 perangkat pemerintah yang bertugas 

melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan 

perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 

diberikan oleh pemerintah. Untuk koordinasi organisasi, Disperindag DIY 

didukung oleh adanya bidang Perdagangan Dalam Negeri yang salah satu 

wewenangnya adalah melakukan Pengawasan Perdagangan seperti harga 

sembako. Mekanisme yang dilakukan Disperindag yaitu (1) Pemantauan 

harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar dan tingkat daerah, (2) 

Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan melakukan operasi 

pasar murah atau pasar penyeimbang. 

Dalam mekanisme pengawasan harga sembako oleh Disperindag DIY 

telah sesuai dengan peran pemertintah dalam perspektif Islam, yaitu ; (1) 

Pengawas faktor ekonomi yang tergambarkan dengan pemantauan Harga 

dan stok barang kebutuhan pokok, memastikan perubahan harga terbentuk 

dari meknasime pasar permintaan dan penawaran, pengawasan tindakan 

curang serta pengawasan perdagangan. (2) Penghenti muamalah yang 

diharamkan, seperti pengawasan serta pembinaan kepada pelaku pasar untuk 

mencegah dan menghindari adanya distorsi pasar dengan tujuan 
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memperlancar distribusi dan menjaga stabilnya harga, (3) Pematok harga 

dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok pada saat terjadi gejolak 

harga. 

Dari ketiga peran pemerintah dalam ekonomi Islam yang digambarkan 

oleh Disperindag DIY menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan harga 

sembako tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang 

ditanamkan lembaga Al-Hisbah dalam konteks muamalah.  

B. Saran/Rekomendasi  

1. Bagi Disperindag DIY 

Dengan adanya Peraturan Gubernur yang sudah ditetapkan dan juga 

tugas dan fungsi kerja yang tertulis dengan jelas, hendaknya dilakukan : 

a) Memaksimalkan pelaksanaan pengawasan harga barang kebutuhan 

pokok dan stok barang beserta distribusinya secara maksimal serta 

kerjasama yang baik antar beberapa pihak dan instansi pemerintah 

yang terkait guna memenuhi kebutuhan stok aman dan tersedia 

khususnya di DIY. 

b) Memperhatikan dan mengevaluasi SDM dengan koordinasi kepada 

BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk pemerataan pegawai 

khususnya petugas pengawasan dilapangan seperti pemantau harga 

dan stok barang kebutuhan pokok. Hal ini guna  memaksimalkan 

pelaksanakam pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok 

se DIY yang jangkauannya cukup luas. Sehingga tidak terjadi 
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multitasking akibat kekurangan pegawai yang menyebabkan setiap 

tugas berbeda harus dikerjakan oleh pegawai yang sama dan 

mengakibatkan pekerjaan tidak cepat selesai.  

c) Diharapkan mampu mengembangkan pelayanan informasi yang 

akurat mengenai perkembangan harga sembako di pasar seperti 

menayangkan monitor harga yang berisi daftar harga seluruh 

sembako yang diletakan di akses masuk beberapa pasar besar, 

tujuannya agar pedagang dan pembeli bisa melihat langsung 

pergerakan atau naik turunnya harga sembako.  

d) Melibatkan lebih banyak Distributor, Asosiasi, BUMN atau 

perusahaan – perusahaan besar khususnya dibidang barang 

kebutuhan pokok dalam kegiatan pasar murah atau pasar 

penyeimbang, sehingga volume dan kuantitas paket bahan pokok 

bisa lebih ditingkatkan. 

 

2. Bagi Pedagang 

Bagi pelaku usaha atau pedagang senantiasa memperhatikan kualitas 

dan kunatitas barang yang rasional sehingga kegiatan ekonomi 

khususnya jual beli dapat berjalan dengan sehat tanpa ada maksud 

mengejar keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan. Khususnya 

pada saat situasi dan kondisi tertentu yang dapat menimbulkan 

kemudharatan bagi pelaku usaha baik pedagang maupun pembeli.  
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3. Bagi Masyarakat 

a) Ikut serta memperhatikan prinsip ekonomi yang sehat baik dalam 

kerangka teoritis maupun praktis terlebih dalam aplikasi dilapangan, 

sebagai konsumen pasar khususnya sembako yang menjadi 

komoditas utama bagi hajat hidup masyarakat. Hendaknya 

masyarakat tidak sekedar berorientasi pada keuntungan semata 

namun juga mampu membangun muamalah yang lebih maju dalam 

tataran masyarakat menuju kehidupan dunia dan akhirat yang lebih 

baik. 

b) Pimpinan kecamatan tempat dilaksanakannya pasar penyeimbang 

lebih mengoptimalkan penyebaran informasi ketika akan ada 

pelaksanaan pasar murah atau pasar penyeimbang, sehingga akan 

lebih banyak warga masyarakat yang berparsitipasi dalam kegiatan 

tersebut.
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